BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA

%’I‘IMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

?

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PELAYANAN CORONA Vb?US DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN TUBAN

|

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan pembiayaan Alat Pelindung
Diri bagi Tim Pemulasai;'aan Jenazah dan Sopir sudah
didanai dari Anggaran BLUD, maka Peraturan Bupati

Mengingat

Nomor 80 Tahun 2020

ftentang Tarif Pelayanan Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Umum
Daerah di Kabupaten Tuban perlu disesuaikan dengan

perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu
tentang Perubahan Atas
Pelayanan Corona Virus

menetapkan Peraturan Bupati
Peraturan Bupati tentang Tarif
| Disease 2019 (Covid-19) pada

Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tuban;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerahjdaerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djav@;ra Timur (Berita Negara Republik

Indoensia Tahun 1950

Nomor 41), sebagaimana telah

diubah dengan Undang—LUndang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Repubﬁk Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembarain Negara Republik Indonesia
Nomor 2730); |
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Undang-Undang Nommi* 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumeril (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 biﬁomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiga Nomor 3821);

Undang-Undang Nomoif' 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negarai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi[:a Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran NIegara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431}); \

Undang-Undang Nomort? 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaf;ran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomoﬁ 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063); |

Undang-Undang Nomor fl4 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072); |

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang—undangan (Lembaran
Negara Republik Indon%asia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Nefgara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telahg diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonésia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); |
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan S%)sial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesif;al Nomor 5256};
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10. Undang-Undang Nomon1° 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah “ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Niomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone;sia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Da{erah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 ﬁomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesfa Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor ?)6 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran NeEgara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 290, Tmnbéhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

12. Undang-Undang Nomo1}r 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaraﬂ Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomo}r 5612);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Bréldan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Ne}gara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemeri#tah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Kev.}langan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340); |

14. Peraturan Pemerintah NZomor 71 Tahun 2010 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesi‘a Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan ﬁengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah | (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

»
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahlun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republ;ik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lem?oaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor193);
Peraturan Presiden No%nor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Iindang—Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang { Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara | Republik
Indonesia Tahun 2014 No%mor 199);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presidén Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminani Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur11 2019 Nomor 210);
Peraturan Menteri Kesel'rlatan Nomor 85 Tahun 2015
tentang Pola Tarif Nasioﬂjlal Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahur”l 2015 Nomor 9);
Peraturan Menteri Kes?ehatan Nomor 1438/Menkes/
PER/IX/2010 tentang étandar Pelayanan Kedokteran
(Berita Negara Republik1 Indonesia Tahun 2010 Nomor
464); }
Peraturan Menteri Keseﬂ‘latan Nomor 001 Tahun 2012
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
122);
Peraturan Menteri Keseli'latan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Keseﬁatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara I%erublik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400); |
Peraturan Menteri Kesel%'xatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahuni 2014 Nomor 360);
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26.
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32.

33.
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874);
Peraturan Menteri Keseilatan Nomor 58 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

(Berita Negara Republik' Indonesia Tahun 2014 Nomor
1223); 1

Peraturan Menteri Kese?hatan Nomor 59 Tahun 2014
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesiﬁa Tahun 2014 Nomor1287);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014
tentang Unit Transfusi Djarah, Bank Darah Rumah Sakit,
dan Jejaring Pelayanan ETra.nsfusi Darah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahuifl 2014 Nomor 1756);

Peraturan Menteri Dalan;ﬁ Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan li’roduk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonefsia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diuﬁah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Dalam Daerah (Berita
Negara Republik Indonesi‘ja Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Keputusan Menteri K(lehatan Nomor 129/Menkes/
SK/II/2008 tentang Starfldar Pelayanan Minimal Rumah
Sakit; ‘;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
Menkes/104 /2020 tenta‘ftng Penetapan Infeksi Novel
Coronavirus (Infeksi 20 129-nCOV) sebagai Penyakit Yang
Dapat Menimbulkan ‘ Wabah dan Upaya
Penanggulangannya;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Corona Viru% Disease 2019 (Covid-19);
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Keputusan Menteri K?esehatan Nomor HK/01/07/
MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim
Penggantian Biaya Peléyanan Pasien Penyakit Infeksi
Emerging tertentu ibagi Rumah Sakit yang
Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19); |
Peraturan Daerah Kabui:)aten Tuban Nomor 04 Tahun
2008 tentang Organis‘asi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tuban (Lemﬁaran Daerah Kabupaten Tuban
Tahun 2008 Seri D Nomor 3), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhﬁ dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Norﬁor 15 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atasi‘ Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaii:en Tuban (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Seri D Nomor 03);
Peraturan Daerah Kabubaten Tuban Nomor 10 Tahun
2016 tentang Penyelengggraan Pelayanan Kesehatan dan
Retribusi Kelas Il Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten
Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016
Seri C Nomor 1); |
Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dar‘; Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Berita Daerah
Kabupaten Tuban Tahu&m 2013 Seri E Nomor 11},
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Tuban [Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Pejraturan Bupati Nomor 16 Tahun
2013 tentang Uraian '%I‘ugas, Fungsi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten
Tuban (Berita Daerah Ka‘tlg)upaten Tuban Tahun 2018 Seri
D Nomor 5); |
Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2014 tentang
Tata Kelola Rumah Sakl’; Umum Daerah dr. R. Koesma
Kabupaten Tuban (Beﬁp:a Daerah Kabupaten Tuban
Tahun 2014 Seri E Nomor 58), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupatil Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturaﬁ Bupati Tuban Nomor 63 Tahun
2014 tentang Tata Kelol? Rumah Sakit Umum Daerah
dr. R. Koesma Kabuﬁaten Tuban (Berita Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 13);

\




Menetapkan

39. Peraturan Bupati ’I‘uban‘ Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Tarif Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tuban

(Berita Daerah Kabupafen Tuban Tahun 2020 Seri E
Nomor 50); \

MEMUTUSKAN:
|
:PERATURAN BUPATI TE NTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMé)R 80 TAHUN 2020 TENTANG

TARIF PELAYANAN CORONA \ VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19})
DI KABUPATEN TUBAN.

Pasal 1
Ketentuan dalam lampiran huruf E dan huruf F Peraturan
Bupati Tuban Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan
Corona Virus Disease 2019 i{Covid—l 9) di Kabupaten Tuban
(Berita Daerah Kabupaten Tlllban Tahun 2020 Seri E Nomor

50) diubah, sehingga huruf E dan huruf F berbunyi sebagai
berikut:

It
I

E. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH
i

| JASA JASA
NO. URAIAN ‘ SARANA | PELAYANAN T&RI;))F
| (Rp) (Rp)
1. 2. 3. 4, 5.
1.
Pemulasaraan 710.000 300.000 1.010.000
Jenazah
2. | Peti Jenazah | 1.750.000 - 1.750.000
|
F. PELAYANAN TRANSPORTASI JENAZAH
|
‘ JASA JASA
NO. URAIAN | SARANA | PELAYANAN ng)F
E (Rp) (Rp)
1. 2. 3. 4, 5.
1
" | Transport Mobil !
Jen 200.000 300.000 500.000
|
2. | Disinf Mobil
isinfektan obil 50.000 50.000 100.000
Jenazah




Pasal II

Peraturan Bupati ini ngulai berlaku pada tanggal
diundangkan. |

Agar setiap orang méngetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan deati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaiten Tuban.

| Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 6 Januari 2021

Tuy/

H/7FATHUL HUDA

BUP

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH |
KABUPATEN TUBAN, |

BUDI WIYANA

|
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 5




